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Dalam Tesisini penulis akan meneliti kapan sanksi pidana diterapkan kepada wajib pajak berdasarkan UU
KUP. Sanksi terhadap wajib pajak tersebut dapat dikenakan dengan Pasal 38 apabilaterjadi kelalaian atau
kealpaan. Dan apabilawajib pajak melakukan kesengajaan, maka akan dikenakan Pasal 39.

Y ang menjadi permasalahan bahwa dalam sistem perpajakan yang berlaku adalah self assesment system,
sehingga seharusnya kelalaian atau kesengajaan menjadi terlihat dari sanksi pidana. Karena apabila
dianggap laporan SPT wajib pajak tidak benar tentu akan diterbitkan ketetapan pajak sehingga demikian
akan terlihat dari sanksi pidana karena atas ketetapan pajak tersebut apabila sudah dibayar makatidak ada
lagi kesalahan dari wajib pajak.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1984 berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah self assesment yaitu memberikan kepercayaan penuh
kepadawajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya melalui mekanisme
surat pemberitahuan (SPT). Sistem ini sebagai pengganti dari governtment assesment. Meskipun pemerintah
memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, namun wajib pajak harus melaporkan SPTnya dengan
benar. Dalam hal SPT dilaporkan dengan tidak benar, maka akan terdapat sanksi administrasi maupun
sanksi pidana kepadawajib pajak.

...... In this thesis the author will examine the criminal sanction when applied to taxpayers by the CTP Act.
Sanctions against the taxpayer may be subject to Article 38 in the event of negligence or omission. And if
the taxpayer makes adeliberate, it will be subject to Article 39.

The problem that the existing tax system is a self-assessment system, so it should be visible negligence or
intentional misconduct of criminal sanctions. Because if the taxpayer's tax return statement is considered not
correct assessment would be issued so as to be visible from above criminal sanctions because the tax
assessment when it is paid then no fault of the taxpayer.

The existing taxation system in Indonesia since 1984 based on Law No. 6 of 1983 on General Provisions
and Tax Procedures is a self-assessment is to give full trust to the taxpayer to calculate, pay, and report their
own taxes through the notification mechanism (SPT). This system in lieu of governtment assessment.
Although the government gave full credence to the taxpayer, but the taxpayer must report the SPT correctly.
In the case of SPT reported incorrectly, there will be administrative sanctions and criminal penaltiesto
taxpayers.
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